
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II 
Nomor : W .16-U 6/ \A~T /O T.O O /1 /2 0 2 0

TENTANG

KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN 

BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II 

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

M enim bang : a. bahw a dalam  ran g k a  m en ingkatkan  Im plem entasi 

A kreditasi Pen jam inan  M utu pad a  Pengadilan Negeri 

B un tok  Kelas II, se rta  m en ingkatkan  k u a litas  perform a, 

k inerja  d an  layanan  kepada  pengguna pengadilan  u n tu k  

m ew ujudkan  “Pengadilan Negeri B untok  Kelas II yang 

Agung”;

b. bahw a dem i tercapainya  hal te rseb u t di a ta s , m aka  perlu  

ad an y a  kom itm en b ersam a dari se lu ru h  ja ja ra n  Pengadilan 

Negeri B un tok  Kelas II.

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 14 T ahun  1985 sebagaim ana telah  

d iu b ah  d an  d itam bah  dengan  U ndang-U ndang Nomor 5 

T ahun  2004  te rak h ir dengan U ndang-U ndang Nomor 3 

ta h u n  2009 ten tan g  M ahkam ah Agung;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2009 ten tan g  Pelayanan 

Publik;

3. U ndang-U ndang Nomor 14 T ahun  2008 ten tan g  

K eterbukaan  Inform asi Publik;

4. P e ra tu ran  Komisi Inform asi Nomor 1 T ahun  2010 ten tan g  

S ta n d ar L ayanan Inform asi Publik;

5. S u ra t E d aran  M ahkam ah Agung R epublik Indonesia  Nomor 

03 T ahun  2010 ten tan g  Penerim aan  Tam u;

6. S u ra t K epu tusan  K etua MARI No. 1 -1 4 4 /K M A /S K /I/2 0 1 1 

ten tan g  Pedom an Pelayanan Inform asi di Pengadilan;

7. S u ra t K epu tusan



V

M enetapkan :

KESATU

KEDUA

- 2 -

7. S u ra t K epu tusan  K etua M ahkam ah Agung Republik 

Indonesia  Nomor 076 /K M A /S K /V I/2009  ten tan g  Pedom an 

P elaksaaan  P enanganan  P engaduan  di Pengadilan;

8. S u ra t K epu tusan  D irek tur Jen d era l B adan  Peradilan  

U m um  M ahkam ah Agung Republik Indonesia  Nomor : 

1639/D JU /SK /O T.O O . 1 /2 0 1 5  te lah  d ib en tu k  Tim 

A kreditasi In terna l u n tu k  m elakukan  penila ian  dan  

Pen jam inan  M utu p a d a  Pengadilan Negeri d an  Pengadilan 

Tinggi di se lu ru h  Indonesia.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS 

II TENTANG KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA 

PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI 

PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK 

KELAS II.

Kom itm en B ersam a w arga Pengadilan Negeri B untok  Kelas II 

gu n a  m enyam akan  gerak dan  langkah  dem i terw ujudnya 

Pengadilan yang  b e rs tan d a r A kreditasi Pen jam inan  M utu, 

sebagaim ana terlam pir dalam  p en etap an  ini.

K epu tusan  ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d ite tap k an  dengan 

k e te n tu an  b ilam ana d ikem udian  hari te rd a p a t kekeliruan  

dalam  S u ra t K epu tusan  ini ak an  diperbaiki seperlunya.

SALINAN K epu tusan  ini d isam paikan  kepada  yang  

berkepen tingan  u n tu k  d iketahu i d an  d ipergunakan  

sebagaim ana  m estinya.



Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II 
Nomor: W.16-U6/ /OT.OO/1/2020 
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Ten tang Komitmen Bersama Dal am Rangka Pemberian Lay an an

Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri 
Buntok Kelas II

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II SELURUH HAKIM DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI 
BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

PERADILAN UMUM -  INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA :
ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;

CERMAT;
SANTUN DAN RAMAH;

TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
PROFESIONAL;

TIDAK MEMPERSULIT;
PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;

MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSIPENYELENGGARA;
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF

DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEWENANGAN YANG DIMILIKI :

SESUAI DENGAN KEPANTASAN;


